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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

 Dari keseluruhan uraian dalam skripsi ini maka dapat diambil kesimpulan 

yang merupakan gambaran menyeluruh dari hasil pembahasan, yang dapat 

dikemukakan sebagai berikut : 

1. Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Gorontalo dalam memberikan 

perlindungan terhadap anak korban kekerasan di Kota Gorontalo sebagai berikut: 

(1) Layanan Hot Line via telepon; (2) Layanan medis melalui rujukan ke rumah 

sakit dan puskes; (3) Home Visit; (4) Bantuan layanan pisikologis; (5) Layanan 

Bantuan hukum/advokasi; serta (6) Layanan rumah aman. 

2. Faktor-faktor yang menghambat LPA Provinsi Gorontalo  dalam memberikan 

perlindungan terhadap anak korban kekerasan di Kota Gorontalo antara lain                     

(1) Tidak adanya kewenangan LPA penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk 

pelaksanaan terkait dengan perlindungan anak korban kekerasan; (2) Prespektif 

hukum yang berbeda dalam birokrasi dalam penanganan kasus anak korban 

kekerasan; (3) Sarana dan prasarana yang belum memadai; (4) Kurangnya 

kesadaran masyarakat akan bahaya tindak kekerasan terhadap anak; (5) Minimnya 

dukungan anggaran opersional lembaga. 

3. Upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh LPA Provinsi Gorontalo  dalam 

memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan di Kota Gorontalo 

antara lain (1) Sosialisasi peraturan undang-undangan tentang perlindungan anak; 

(2) Meningkatkan pemahaman agama kepada masyarakat; (3) Memberdayakan 
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Orang Tua; (4) kerjasama dengan instansi pemerintah yang berkompeten dan 

masyarakat dalam perlindungan anak. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan uraian hasil analisis terhadap peran LPA dalam memberikan 

perlindungan terhadap anak korban kekerasan, penulis memberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Sebaiknya peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam memberikan 

perlindungan terhadap anak korban kekerasan didukung sepenuhnya oleh 

pemerintah dan masyarakat dengan tidak berdiam diri dan segera bertindak 

menerapkan sanksi berat terhadap pelaku bila ada kasus kekerasan yang menimpa 

anak. 

2. Sebaiknya LPA diberi kewenangan agak luas dalam menerapkan dan membuat 

peraturan berupa petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terkait dengan 

perlindungan anak korban kekerasan dan diberi anggaran yang cukup sehingga 

dapat menjalankan peran, fungsi dan tugasnya secara optimal. 

3. Sebaiknya LPA mengintensifkan kerjasama dengan instansi pemerintah, 

perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), elit-elit politik  

dalam usaha-usaha preventif  perlindungan anak dari korban kekerasan. 
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